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PE  RENC AN AAN JTER  TUMBUHAN  DENG  AN  KEADILAN  DAN  DAL  AM  KESE  - 
EMBANGAN" 


M.  Hadi  SOESASTRO 

PENGANTAR 

Tuhsan  ini  tidak  akan  membahas  "sense"  dan  "nonsense"  dan  per 
tumbuhan  untuk  Indonesia,  Pada  uniumnya  telah  disepakati  bahwa  pembangun 
an  dan  perkeinbangan  masyarakai  menibutuhkan  pertumbuhan  ekonomi  yang 
berarti.  Tetapt  telah  merupakan  pengetahuan  umumpula,  bahwa  pada  dasar 
nya  mekanlsme  periumbuhau  ekonomi  itu  udak  secara  langsung  akan  membe 
rikan  perhadan  pada. keadilan,  raalahan  mungkin  perl  awanan  dengan  azas  ke 
adilan. 

ffulisan  ini  akan  menelui  urigkapan  "pertumbuhan  dengan  keadilan 
dan  daiam  keseimbangan",  tetapi  tidak  akan  memberikan  kerangka  pelaksa- 
naannya.  Sebab,  apabila  pelaksanaan  adalah  sekedar  kelanjutan  dari  suatu 
perencanaan  yang  balk,  perencanaan  itu  sendiri  adalah  hasil  dari  berbagai 
prinsip,  persepsi  dan  pernilaian  yang  seharusnya  dapat  dijelaakan  terlebih 
dahulu,  untuk  kemudian  disusun  dalam  suatu  sistematika  tertentu. 

Di  Indonesia  dev/asa  ini  terdapat  keingin&n  untuk  mehcari  pola  per- 
tumbuhan yang  dapat  mehampung  tuntutan  keadilan  dan  yang  dapat  berlang- 
sung  dalam  keseimbangan.  Keinginan  serupa  ini  dapat  dilihat  dalam  GAR  IS 
GAR  IS  BE  SAR  H  ALU  AN  NEGARA,  di  mana  dinyatakan  bahwa  "Pelaksanaan 
pembangunan  diisamping  meningkatkan  pendapatan  nasional,  sekaligus  harus 
menjamin  pembagian  pendapatan  yang  merata  bagi  seluruh  Rakyat  sesuai 
dengan  rasa  keadilan,  dalam  rangka  diwujudkannya  azas  keadilan  sosial  se- 
hlngga  dt  sat  l;  pihak  pembangunan  itu  tidak  hanya  ditujukan  untuk  memngkat 
kan  produksi,  melainkan  sekaligus  mencegah  melebarnya  jurang  pemisah 
antara  yang  kaya  dan  yang  mi  skin  dengan  menumbuhkan  azas  hidup  sederh^.-' 
na  dan  wajar;  bulcan  saja  untuk  mencapai  masyarakat  yang  makmur,  meUin 
kan  juga  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  add.  Dilain  pihak  lapisarf' masya 
rakat  yang  terlibat  dalam  pembangunan  harus  semakln  meluas  dan  merata, 
baix  dalam  memikul  beban  pembangunan,  maupun  dalam  pertanggungan  jawab 
atas  pelaksanaan  pembangunan  ataupun  didalam  menerima  ksmbali  hasil  pern- 
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bangunan. Jfl  Selanjutnya  dinyatakan  ptila  bahwa  "  .....  pembaugunan  itu  tidak 
hanya  mengejar  kemajuon  lahiriah  atau  kepuaw-'i  baihirJah  saja,  melainkan 
keselarasan,  keserasian  dan  keseimbangm  anura  keduanya 

Keingin&u  serupa  ini  tentu  tidak  mudah  r^yelenggaraannya,  teratama 
karena  hingga  saat  id  kita  belunx  dapat  menggt^&an  te&nik -teknik  di  mama 
ungkapan-ungkapan  seperu  "keadilan"  dan  "kesoimbangan"  dapat  did&c&kan 
dan  kemudian  diintegxir  ke  dalam  pola  psrenc^maan  yang  raenyeluruh.  Naimm 
demikian,  sekali  telah  kita  nyatakan  kein^iiun  im,  maka  harus  dicoba  untuk 
menterjemahkan  kedua  ungkapun  teraehut  ke  dalam  bahasa  yang  dapat  ditang- 
kap  oleh  para  parancaaa.  Dcng&n  sendirinya  usaha  cemacam  ini  tidak  akan 
memuaskan,  tetapi  sesedikitnya  untuk  dapat  meroberikan  kejelaoan,  maka 
dipsrlukan  penaf eiran  yang  mem^inyai  arti  bagi  perencanaaa..  Sesekali  suatu 
penafsiran  dan  rencana  yang  jelas  untuk  suatu  periods  tertentu  telah  dapat  di- 
terima  cleh  masyarakat  umum,  maka  segala  usaha  akan  bsrjalan  dengan  lebih 
lancar.  Sebab,  dcr.san-p.dcn,,-'..  kejelasnn  ini  pertentangan  politic     yang  selama 
ini  menjadi  sumber  p^gharabat  utaroa     dibater '     "vag  geraknya.  Dewasa 
ini,  oleh  karena  kejelarsa  tentang  keadilan  dan  keseimbangan  itu  belum  dapat 
dibarikaa,  eetiap  tajucn  politSo  dapat  saf  a  mtayalinap  masuk  ke  belakang 
inigkapen-iEsgkepan  tersebcit,  dan  oecara  ^riarsft-larut  akan  menimbtilkan 
kegofficangan-k^goncangsn  yang  Gebsnaruyc  tidak  perlu  terjadi.  Tetapi  ketid&k- 
Jelaaan  itu  juga  akan  memMngt£sx«dcsn  pJ-ftafc-pihak  yang  tersangkm  dalam  pe- 
lnkaanaan  usaha -usaha  psmbaagisMn  itu  ersidirL 

RATIONALE  P8RENCANAAN  JANGKA  PANJANG 

Seevai  cSengsn  Kafeek&asya  eeb^gsi  eruaiu  Lttisolaa  pertumbuhan,  maka 
pola  perencanaan  jongka  peajeag  merCTokan  eatu-oatunya  kerangka  yang  dapat 
melingkupi  dkmcnci  pernaa^nhaamya.  Itulah  ocbabnya  masalc'i  partumbuhan, 
apalagi  ycng  meniwrisfeun^iaQ  'IraedUan"  dan  "keesimbang?.n"  tidak  pemah 
ftir««  Jelac  dalam  suatu  tiajauan  atatis.  Apabila  "pertumbuhan  dengan  keadilan 
dan  dalam  keseimfc-ingsm"  itu  dibahas  dAlam  aiuaru  tinjauan  statis,  maka  pada 
•etisp  waktu  t  (t^  .....  dct.  >  seharusnya  tir^kat  pertumbuhan  itu  di- 

s«rtai  dcngan  tsrpcaMhinyc,  ftmtutan  akan  keadilan  dan  bmtv&o.  dalam  kescim- 
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bangan  antara  pemenuhan  kebutuhan  meteriil  dan  kebutuhan  non- mater iil.  Di 
Indonesia  dewasa  ini  terdapat  kecenderungan  untuk  masih  menggunakan  kerang- 
ka  pernilaian  eepcrti  di  atas,  dan  biaeanya  saat  meailainya  adalah  setiap  ta- 
hun  menjelang  pengesah?n  APEN  (Anggaran  Penerimaan  dan  Bel  an j  a  Negara), 
dalam  mm*  keceimbangaii  tLihubuagkan  a&agm  perjj&ndingan  allokaai  budget 
untuk  bidang  ekonomi  dengan  bidang  sosial.  tetapi  tidak  jarang  bahwa  dalam 
hubungannya  dengan  masalah  keadilan,  pernilaian  dladakan  dalam  periode  ku- 
rang  dari  satu  tahun*  dan  setiap  kali  tergantung  darl  keadaan  yang  berlaku  pa- 
da  saat  tersebut.  Tuntutan  oerupa  ini  jelas  tidak  dapat  dipenubi  oleh  kebijakaa- 
naan  perencan&an  yang  mnnepun. 

Sebaliknya,  ketiadaan  perencanaan  j angka  panjang  yang  jelas  dapat 
memmjukkan  bilamana  proses  pertumbuhan  dengan  keadilan  itu  dapat  dicapai 
dan  bilamana  pertumbuhan  dalam  keseimbangan  dapat  dimulai,  selalu  akan 
mendorong  rviaayarakat  untuk  menilai  seauka  hati.  Tetapi  menentukan  periode 
r/aktu  saja  tidaklah  cukup.  Yang  tidak  kalah  pentingnya     bahkan  mungldn 
merupakan  hakekat  dari  percnsanaan  itu  sendiri  --  adalah  kejelasan  mengenai 
hagtimana  kedua  keadaan  di  atas  tadi  dapat  dicapai:  atas  biaya  siapa  dan 
dengan  pembiayaan  apa,  yakai  peae^tuan  mengenai  scktcx-sektor  uaaha  dan 
keiompofe  mcayasoksi  maoa  yasjr  b&rus  mcinikul  bebaa  pemhangunan.  Tanpa 
kejelasan  itu  maka  ungkcpaa  "pertumbuhan  dengan  kesfuilau  den  dalam  kese- 
imbsngan"  hanya  akan  menimbulken  fruetrasi  karena  merupakan  illrasl  belak?., 
&m  mur  jkia  hanya  berarti  eab&gal  suatu  jargon  politik  yang  dapat  mengom- 
bang-amblngkan  mfi&yar&k&t  casual  kehsndak-kehendak  politik  yang  sebenar- 
nya  mempuayai  tujusn  yeas  lain. 

KEBUTUHAN  DAN  PEMENUHAN  KEBUTUHAN 

"Kocdllan"  dan  '"'ssclmbfingan"  oebenarnya  adalah  suatu  keadaan  ter- 
tentu  dalam  hubungan  dan  pertemuan  antara  kebutuhan  yang  dirasakan  masya- 
rakat  di  satu  pihak  den  pemenuhan  kebutuhan  dalam  r angka  pembangunan  di 
pikffc  lain.  Dillhat  iseeara  begin!  maka  masalah  di  atas  dapat  ditinjau  dalam 
model  permintae.a-penawaran. 

Jikalau  kita  mengikuti  secara  garis  besar  perkembangan  model  per- 
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mlrtaan -penawaran  lnl,  pada  permulaan  terdapat  kebutuhan  maayarakat  yang 
dinyatakan  dalam  beotuk  berang-barang*  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  terae- 
but  ini  timbul  aektor-sektor  produkci  yang  menghaailkan  barang-barang  terse - 
but  dalam  jumlah  yang  inenlngkat.  Semakbi  be*or  jumlah  kebutuhan  akan  ee- 
euatu  barang,  semakln  murah  barga  barang  tsraebut,  dan  dengan  demikian 
eemakin  luea  kelompok  maayarakat  yang  dapat  mambelinya.  Keadaan  aerupa 
ini  berlangaung  terua  aebingga  tercapai  kejenuhan,  balk  dl  pihak  konaumen 
maupun  dl  pihak  produaen,  dan  CLmbullah  keinglnan  baru  dan  produkal  barang- 
baraog  baru*  Produkal  barang-barang  baru  lnl  tldak  aaja  terbatae  kapada  ba- 
rang-barang  yang  aeauai  dengan  kebutuhan  maayarakat  yang  baru,  tatapi  juga 
dihaailkan  aeauai  p*rtimK^ngyn  -pertlrphgngap  dan  keinglnan  produaen.  Dl  sini- 
lah  produaen  mengambll  fungal  yang  baru  dan  meluaakan  wilayah  operasinya 
dengan  memaankl  wllayah  palkologia  dl  mana  digunakan  teknik-teknlk  informa- 
al  unruk  mempengaruhl  dan  merangaang  maayarakat  untuk  membell  haall  pro- 
dukeinya.  Pada  aaat  hal  lni  berlaku,  maka  haiekat  darl  model  permintaan -pe- 
nawaran  teraebut  eudah  berubah.  Hal  ini  dapat  dijumpal  di  negara-negara  in- 
duatri  maju  dewaaa  ini. 

Dalam  maayarakat  kite,  model  perm  1  nf a  an  -penawaran  ini  berbeda 
deagan  yang  dluraikan  df  ataa.  Maayarakat  mempunyai  kebutuhan  yang  juga 
dtayatakaa  dalam  barang-barang.  Tatapi  ketnifuhan  ltu  lebih  banyak  dfoatu- 
kan  eleh  paagaruh-pengaruh  luar,  aafti  dan  lain  hal  karena  kemajuan  takaik 
fronwiiftaal  dan  infbrmaal,  yang  telah  monlmhnlkan  keinglnan  untuk  menya- 
mai  pola  dan  tlngkat  hidup  maayarakat  yang  lebih  maju.  Selein  barang-barang 
lht>TTf*'f  itu  tldak  mempunyal  art!  fungalonll,  rehufnhan  itu  aeadirl  tldak  ae- 
auai dengan  VT"****  afcncnrnl-flnanalil  rata -rata  knawimen  Model  permia- 
taan- penawaran  yang  dalam  dlriaya  eelalu  mencari  keaeimhangan,  dalam  kon- 
diai  maayarakat  Indonesia  dewaaa  ini  berada  dalam  ketimpangan  yang  beaar. 
Dalam  model  perznintaan  -penawaran  yang  berlaku*  permintaan  tldak  t erbataa 
pada  barang-barang  tetapl  konaumen  juga  menuntut  peluang-paluang  untuk  da- 
pat memilikinya,  malahan  kerapkali  menuntut  peluang-paluang  untuk  memenu- 
hi auatu  frtH^nhf"  yang  tldak  diramuakan  lebih  lanjut. 

Bahwaaanya  dalam  modal  permintaan -penawaran  itu  terjadi  kaaua  ae- 
mny^m  led,  hal  itu  hanya  dapat  dlterangkan  melalui  mekanleme  permintaan  - 
penawaran,  atau  lebih  tepatnya,  mekaniame  konaumen -produaen  yang  berlaku 
dl  Indonesia- 
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dl  Indonesia.  Dalam  masyarakat  lata  produsen  adalah  identik  dengan  pemerin- 
tah,  sedangkan  masyarakat  bertwdak  sebagai  konsumen  dan  dengan  sadar  me- 
nempaikan  dirinya  dalam  kedudukan  ini.  Hal  ini  berarti,  bahwa  dari  pernerin  - 
Uh  diharapkan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  balk  dalam  penyecuaan  "ba- 
rang"  untuk  dikonsumir  maupun  dalam  penyediaan  "peluang-peluang"  untuk  da- 
pat  mengkonsumirnya.  Tuntutan  serupa  ini  cukup  berat,  apabila  diingat  bahwa 
"barang"  itu  tidak  hanya  terdiri  dari  kebutuhan -  kebutuhan  materiil  tetapi  juga 
kebutuhan -kebutuhan  non- materiil.  Selanjutnya  denj  kc-jdilan,  peneipta 
an  peluang-peluang  harua  meluas  dan  merata,  padahal  jumlah  modal  yang  ter- 
sedia  pada  saat  ini  masih  sangat  terbatas. 

Keadaan  di  atas  ini  merupakan  manifestasi  dari  tradisi  pola  kehidupan 
yang  berlaku  dalam  masyarakat  kita,  di  mana  raja  atau  penguasa  bertanggung - 
jawab  sepenuhnya  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  rakyat-  Dalam  pola  semacam 
ini,  rakyat  tidak  mengenal  "partisipasi"  dalam  arti  bersama-sama  memikul 

) 

tanggung  jawab.  Dalam  corak  kehidupan  baru  dalam  negara  kita,  yangdimak 
sudkan  dengan  partisipasi  tidak  lebih  dan  berpartisipasi  dalam  "sistim  kekua- 
saan"  yang  berlaku.  Partisipasi  di  luar  sistim  ini  bukan  dianggap  sebagai  par- 

T 

tisipasi  yang  sebenarnya.  ltulah  sebabnya  bidang  usaha  swasta  kurang  mena- 

i 

rik  dalam  masyarakat  kita.  Peirsoalan  ini  -  -  biarpun  erat  sangkut  pautnya 
dengan  orient asi  dan  mental   -  dalam  kenyataan  merupakan  corak  dari  kehi- 
dupan politik.  Penyelesaian  masalah  ini  berada  dalam  wilayah  politik,  dan 
biarpun  dalam  ml  is  an  ini  tidak  akan  dibahas  lebih  lanjut,  masalah  ini  tidak 
berkurang  penting  artinya,  malahan  mungkin  merupakan  salah  satu  unsur  pokok 
yang  perlu  diperhitungkan  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  menyeluruh. 
Kita  mengetahui  bahwa  dalam  tingkat  kegiatan  politik,  yang  dinyatakan  sebagai 
kebutuhan  rakyat  adalah  tidak  lebih  dari  keinginan  segolongan  kecil  masyara- 
kat yang  berada  di  kota.  Dari  sebab  itu  tidaldah  terlampau  keliru  apabila  di  - 
nyatakan bahwa  dalam  masyarakat  kit  a  pertentangan  yang  ada  bukanlah  per- 
tentangan  kelas  melainkan  pertentangan  dalam  kelas  "elite".  Kalaupun  demi- 
kian,  pertentangan  ini  mempunyai  pantulan  yang  cukup  jauh  dengan  dtlibatkan- 
nya  massa  rakyat  untuk  kepentingan  "suara". 

Diikutsertakannya  rakyat  secara  langsung  dalam  percaturan  politik 
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tingkat  atas  ini  hanya  akan  meninibulkah  peningkatan  harapan  rakyat.  Dan 
harapan  ini  akan  merangkat  secara  terus  menerus  sebeguu  ia  ruulai  tLbangkii  ■ 
kail.  Sehubung'an  dengan  ini.  ketidakmampuan  pemerintah  untuk  memenuhi  ke- 
buruhan  dan  harapan  tersebut  akan  rnenimbulkan  kegonciangan  dalam  masyara- 
kat,  dan  memang  tujuan  serupa  ini  menjadi  tujuan  perdaturan  politik  dalara  po- 
la  yang  berlaku  sejak  mula  berdirinya  negara  kita 

Dalam  tulisan  ini  pembahasan  hanya  akan  terbatas  pada  kaiyataan  bah- 
va  rakyat  sangat  peka  terhadap  rangsangar.  ■  rangsangan  yang  dapat  menirnbul  - 
kan  eksplosi  dari  harapan  -ha rapanny a,  apapun  sebabnya.  Jikalau  kita  membuat 
suatu  prdyeksi  fiktif,  maka  keadaan  yang  paling  Jelek  adalah  apabila  dalam  per  - 
jalanan  Wakxu  jarak  antara  kebutuhan  masyarakat  k(t)  dan  pemenuhan  keburuh- 
annya  p(t)  akan  semakin  melebar  dalam  peobewtdingaE  yang  semakin  tidak  pro- 
porsionil.  Bahwasanya  kebutuhan  k(t)  itu  akan  meningkat,  hal  ini  dapat  diperki- 
rakan  akan  terjadi,  satu  dan  lain  hal  karena  pertambahan  penduduk  yaug  me  ■ 
ningkat. 

Gambaf  1 
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Dalam  Gambar  I  dapat  kita  lihat  bahwa  cara  untuk  mengecilkan  jarak 
antara  k(t)  -  p(t)  adalah  dengan  membuat  k(t)  lebih  kecil,  atau  sebaliknya 
dengan  membuat.  p(t)  menjadi  lebih  beaar.  Kedua  cara  ini  masing-masing  me- 
rupakau  masalah  deugan  arti  yang  tersendiri.  Apabila  kita  memilih  jalan  un  - 
luk  membuat  k(t)  menjadi  leblh  kecll  atau  dengan  perkataan  lain  merencana- 
kan  perkembangan  k(t),  terdapat  berbagai  jaLan  yang  dapat  dltempuh.  Praktek 
peuggunaan  teknik  indoktrlnasl.  yang  ditunjang  oleh  ideologi  ataupun  senjata 
adalah  yang  digunakan  di  negara  komunis  datau  negara  totaliter  lainnya  yang 
sudah  kita  sepakati  tidak  akan  digunakan.  Cara  kedua  adalah  merencanakan 
perkembangan  k(t)  melalui  penerangan  dengan  memberikan  suatu  rationale 
yang  riil  mehgeaai  proses  pembanguhan  itu.  Untuk  ini  maka  perencanaan  pem- 
barigunau  uarus  secara  jelas  dapat  menyatakau  besarnya  harapan  yang  dapat 

dipenuhi  pada  saat  t,,  t  .  ......  r.  • 

■1.2  n 

Sebaliknya  apabila  cara  yang  akan  ditempuh  adalah  dengan  memperbe- 
sar  p(t)  maka  perluasan  ''produsen''  dalam  model  yang  digunakan  dalam  anali- 
sa  ini  dapat  berarti  perluasan  dan  pengefektipan  aparat  pemerintahan  atau 
dengan  menumbuhkan sektor-sektor  produksi  baru  mi  sal  ny  a  dengan  meman- 
faatkan  usaha-usaha  swasta.  Dalam  kondisi  Indonesia  perluasan  aparat  peme- 
rlntah  bukanlah  merupakan  jawabannya,  sedan gkan  jumlah  pegawai  negeri 
yang  berlebihan  saat  ini  malahan  belum  efektift  apalagi  produktif.  Pengeluaran 
negara  untuk  sektor  yang  tidak  produktif  ini  merupakan  beban  yang  semakin 
besar.  Kenyataan  ini  dapat  kita  lihat  dari  angka-angka  dalam  Tabel  L 


:sss3==3=33sa:3: 

Tabel  I. 

Perbandlngan  antara  Anggaran  Bel  an j  a  Routine  dan  Pembangunan 

Tahun 

•    AnggttJ-aT>  Belanja  (dim  milyar  Rp. ) 

Routine 

(Pegawai) 

Pembangunan 

1967a 

66,656 

t.  a. 

14, 644 

1968b 

97,186 

t.a. 

41,500 

1969/70C 

204,044 

93, 408 

123,374 

1 970/7 ld 

283,475 

119,439 

115, 784 

1971 /72e 

364, 100 

163,000 

154,900 

1972/73f 

437,500 

198, 800 

231,100 

1973/74g 

518,375 

230, 744 

261.100 

Sumbcr:  lihat  footnote  di  halaman  8.      (t,  a.  =  aogka  tidak  tereedia) 
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Dalain  memperbesar  p<t>.  pengetektipan  aparat  pemerintah  me  jpi- 
kan  kaharuaan,  den  pen/jefektsptui  mi  tidak  laui  berarti  peDingkar.au  produkti  - 
vltasnya-  Tetapi  umuk  jangka  panjang,  perluaaan  (pa)  yang  dapat  menampung 
penlng3taiaii  k^t)  hanya  akan  dicapal  apabila  sebesar  mungfcli!  jumlah  konsumen 
dapat  d&sbah  menjadi  prcdusen.  satu  dan  lain  untuk  dapat  menggeserkan  seba- 
gJan  dari  bebsn  pemerintah,  miaalnya  dl  bldang  pembangunan  ekononu  dengan 
memanf&atk&ii  usaha  usaha  swasta,  Oengan  demiklan  secara  bertahap  peme- 
rlntah dapat  melepaskan  peronannya  sebagai  produsen  dan  untuk  sebaglan  be 
ear  berfungsi  sebagai  badan  yang  mengwtur  dan  menertibkan  tumbuhnya  pe- 
luaag-peluar.y  bam  bag!  masyarakat  untuk  berpartislpasi  dalam  proses  pern 
banguna?.   Kiranya  tranogormasi  mi  diperlukan  apabila  pemerintah  tidak  ingin 
Jctxsh  dslcsa  keharuesn  untvi-:  semakin  memperluas  jangkauan  wewenangnya, 
tidak  ubahnya  seperti  praktek  yang  dij&lankan  di  negara  Vomunia. 

PE  RTUMBU  HAN  DALAM  KESEIMBANCAN 

Seperti  telah  dibahaa  sebelumnya  maka  tanpa  suatu  rencana  jangka 
pan  Jang  yang  Jelaa.,    keseimbangan"  pertumbuhan  akan  dinilai  atas  dasar 
kebijekcaaaan  allokasl  budget  pembangunan  seperti  yang  tertera  dalam  APBN. 
Hingga  saal  ini  RE  PE  LIT  A  bslum  secara  jelas  dapat  diturunkan  dalam  APBN 
tahunan  secara  terrene  ana  untuk  masa  lima  tahun  yang  bersangkutan,  tetapi 
ceballkaya  basil  pembangunan  lima  tahun  itu  lebih  banyak  merupakan  resul  - 
tante  dari  peiahsanaan  pembangunan  tahunan  yang  disusun  melalui  APBN  ta- 
hunan  yang  satu  dsogan  lainnya  berdiri  secara  independen,  sedangkan  dalam 
setiap  tahunnya  masih  teri-mmu  bersilat  sektoral.  Terlepas  dari  masalah 
di  *stao  ini,  apfbiln  peraJlaian  masyarakat  didasarkan  pada  angka-angka  yang 
tertera  dalam  APBN  tahunan,  maka  memang  akan  diambll  kesimpulan  bahwa 
pembangunan  jauh  dari  prlnsip  keseimbangan.  Tetapi  hal  lni  tidak  selalu 
berartl  bairns  lieseluruhaa  proses  pembangunan  terjadi  dalam  ketidakseim  ■ 
bangan. 

flJU  No,  14/1966  LN  44,  31  Desember  1966 
UU  No,  13/1967  LN  33,  30  December  1967 
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TabslE.  i 

assail  Aajgasca  Srtosba 

Rgesian 

Kfcs&rtttsai  daa  Soai&i 

Ttefana 

Ajsggarai 

• 

(rally.  Kp 

)  <5S> 

Soaial 
(mily.  Rp) 

<%> 

Umum 
(mily.  Rp)  <%) 

1969/70 

94.435 

76.4 

19,604 

IS,  8 

9,335 

7,9 

1970/71 

31,644 

70,6 

21,612 

18,7 

12,528 

10,7 

1971/72 

119, SCO 

76.2 

24,600 

15,9 

10,800 

7,9 

1972/73 

184.913 

50,0 

31,?67 

13, 40 

14,221 

6,6 

1973/74 

286. 658 

73,6 

S6.995 

14, 2 

18.447 

7,2 

Sumter:  lifc&t  .Tc&sl  L 


BalH&aaaay«  5»safcf«!^ucac  d£*7«sa  M  <5ira*afeaa  earlampas  bs*m  ©efea- 
lab  pada  Mdasg  c&caasinl  Mzmya  maswgokm  salafc  aatu  cebabmaagapa  prinaip 
ageeataabaagan  dtcantsffiii&aa  dalam  GARIS-GARIS  BE S Aft  HALUAN  NBGARA  aa- 
bagai  aalcki  asm  mfrm&  jseiasbaBgunaja.  Adspun  sabab  dari  kaddakaaimbangaa 
Di&klab  semata-zosta  dltpes  «S3Mlsi  dazl  aagfea-sngka  dalam  label  E»  dt  ataa. 
Sab^b,  msagbln  eaja  unsufe  taBroa  1939  xaiealnya  porbs?ndHrgan  allokaal  budget 
dspat  dtbuat  meQjs&l  3  :  1,  eteu  fochkais  menjadi  1  :  1,  tetapl  kalaapun  pada 
tabuo  1969  itu  dapat  dieapai  tezcfliBbaegra.  tetapi  keaelmbangan  itu  tMik  leng- 
avag  meajamia  feasaiaRkangan  dalam  psxferafcangpu*  berifcutoya,  malahan  muag- 
feUr  akan  meayebat&an  bidcag  aoalal  dalam  tahua-tabua  barikutnya  maadarlu 
iaWh  baaair. 

Kjabljatoaaaan  pembangunan  yang  dianut  pemeristah  dawaaa  inl  sudah 
v*laa  xacrupaken  kohljekeonam  yang  dluijuk&n  pada  pelipatgandaan  modal.  Bab- 
vaaanya  kebija&sanaan  pambangucan  dapat  meaanapuh  jelan  lain  bukanlab  maaa- 
Jah  yaag  bendak  dibahaa  dalam  tullaan  ini. 

Adapun  rrtlocide  dari  usaha  untuk  mempaxbaaar  model  ini  kiranya  bar- 
daaar  pada  parMtungan  bab&a  uamk  menjamln  perkerabangan  yaiv;  labih  balk 
dalam  tatauo-tateia  bctf^Mtnyr ,  tardapat  auetu  psrayaratan  bag!  hjsarnya  Jum- 
lah  modal  yaag  fearus  dapat  dikumpaJkan  untuk  marapu  memblayai  uaaha-uoaba 
pcxabaaguaan  aelanjutaya  dsmgan  haoll  yaag  cukup  berarti.  Rationale  aemacam 
inl  adalab  laaim  dalam  proses  paxtumbuhan  suatu  negara  yang  barada  dalam 
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fce»S5Gspfc»a  modal.  Den  jumru  kar«aa  kekurangan  modal  maka  ketlmpangan 
dalam  |W5tfi»32^togan  allo&arf  bedget  ustuix  pcmbaa^pnfls  dl  Wdaag  ekoocmi  dsn 
<5i  fcidaog  csedal  ddak  dapst  dljadikan  uiosren  oa*u-act*jnya.  Ukuran  fins  labia 
bssyafe  cBsar/ocgfcut  efehtivitca  paagguEaasi  dsaa-dana  |sssg  ttetfia&an.  das  se- 
jouii  taana  usaaa-usaaha  dl  hldang  eoarial  bsnasr-benar  dapat  dimaasfaatkaa  deh 
fcaaayarakai.  Mamang  dalam  p«fiab&agunan  sos4«l  "capital -ousput  ratio"  seba- 
g&i  u&x&an  yang  ioKtai  diguaa&an  dalam  ekoeomi,  tidak  akan  banyak  dcp&t 
a«sE3C?aJsaa  otsapua  Efienjelaakca  efc&tivltec  usaha-uaaha  di  bidang  ini,  aatu 
(fan  lain  hoi  Ucrcna  hasil-haail  p®mbangunan  ooei&l  tldak  atau  belum  dapst 
dtayataksn  dalam  data.  Neman  damiMan  jikalau  Mta  telitl  kambali  model 
psrmintaan-penawazen  ycag  manjsdi  ksrangka  onaliaa  tulisan  ini,  ktranya 
umtflpet  heberapa  feol  yang  csscaarik  untuk  ditellti  labih  lanjut. 

Ass^aikan  isntuk  raemsmihl  kefcvttuhon  manyarakr^,.  pom&rfstab  esbogai 

pradat-sa  Eisatili&l  m®£al  ssbomr  Y,  dan  untuk  penibangtinan  dl  bidang  ekoao- 

mi  &ixnrecti?  jutalab  eabesar  (1  -s).  Y,  sodangkaa  untuk  pdmbangunan  di  bidasg 

social  ditovestir  efiosnya  sabssar  x.  Y,  dan  pada  saat  tartentu  t  haeUnya  ada- 

n 


lab 


pap    +p  bb.y 


di  raana  P  adalah  basil  prcdsskd  yang  tereadia  untuk  dinikmatl  oleh  maayarakat, 

balk  prcduksi  dalam  bsntuk  materill  P    ataupun  dalam  be&tuk  eon -materill 

sebesar  pnm»  aedangkan  z  adalah  faktor  efaktivitas  usaha  dalam  hubungannya 

d^ngan  modal  ataa  "capital-output  ratio"  -nya.  Andalkan  pula  bahwa  pada  saat 

t  keb&uhan  masyarakat  asbagei  koneumen  dapat  dinyatakan  sebagal 
n 

K  -  K    +  K 
1.1  nas 

Qi  mesa  K    adaloh  kcfcjtufitan  otatorM  dan  K     adalah  fecbutuhan  non-  materill , 
m  ntn 

maka  mivk  Mda^  masesrill,  jumlch  aabaaa-.-  (P    -  K  )  £dalah  bagian  yang  tidak 

Cil  SET'. 

dlfeonoarair,  dca  moaranist  ilmu  ckcacml  harue  dibu/-t  ixianjc^ii  aamakaimal  mung- 
kfn  untult  depat  ssaosograrbacar  tabungaa  daa  invcataai,  yang  pada  giUrannya  me- 
ceatukaa  ^orce^stau  p^rtumbuhan  c^onomi.  ^tDbaliknya  uutuk  bidang  noa -materill, 
bagian  yasg  tMak  oikoaBumte.  yekpl  ecbeoar  (P^  -  K^)  adalah  bagian  yang 
t&zbsjx&iiYkm  {xjxxVz),  sedangkan  ba$iaa  yang  dlkonaumir  adalah  juatru  bagian 
yaag  dUnvcstir  dan  ywng  laffita  ^e^bat  ©sbagai  "human  invoetracaa".  Maka  untuk 
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hldaag  eosisl  klranya  L-arlaku  formula  di  mana  (P     -K     )  harua  diusah*&an 

nm  nm 

msixjedi  scminimal  mungkln,  sedangkan  bagian  yaag  dikonsumir,  yakni  K  dan 

nm 

merupakun  investasi  pada  manuaia  itu.harus  diusahakan  untuk  dapat  menjadi 

produktlf.  Glefo  karena  dal&m  aektor  non-materiil,  balk  P     raaupun  K  .  itu 

nm  nm 

tidak  dapat  diukur,  maka  dalam  sektor  ini  tidak  berguna  tefcaik-tekni!:,  dan 
c&h&uh  keputuaan  secara  murnl  tergantung  pada  ketajaksanaan-kcbljaksanaan. 

Jilialau  fcita  kembali  pada  kenyataan  bahwa  kekurangan  modal  raenye- 
habkan  psrtuaibufaaa  dalam  keseimbangan  itu  hanya  akan  menjadi  "kenyataan" 
dalam  cuatu  psriode  dl  mass  yang  akan  datang,  maka  kejelasan  mengenai 
periode  tereeir.it  kiranya  harua  dapat  dinyatakan  dal&m  perencahaan. 

■Arr.'sikca  pyrsyar  atari  bag!  besamya  modal  yang  harua  dapat  dlkumpul  - 
ken  'snitok  mampu  membiayai  usaha-usaha  pembangunan  berikutnya  dengan 
basil  ys&g  kerarti  dapat  Mta  nyatakan  dalam  suatu  grafik  saperti  lengkungan 
g(t)  dal&m  Gambar  II  (hal.  12)  sebagal  batas  minimalnya,  dan  andalkan  leng- 
ku&gaa  b(t)  adabsh  batas-.  mnksimal  yang  dapat  ditolerir  oleh  tuntutan  sosial , 
deagria 

maka.  dssrsh  kemungkinan  fcita  beroperaal  dibataai  oleh  lengkungan  g(t)  dan 
le^skuagca  h<t). 

Jfkalaa  psreacaaaan  menentukan  periode  15  tahun,  misalkan  antara 
tehuzi        dsn  tihua  1984,  maka  dalam  Gambar  II  dapat  dilihat  bahwa  dengan 
rae££araMl  e£  . ,  dengan  <oi  -  f  (  i ),  dalam  tahun  1974  teraedia  sejumlah 
medal  (tltik  B)  yeng  dirasakan  cukup  untuk  memulal  penyelenggaraan  pertum- 
buhen  yesg  laMh  seimhang,  yaknl  dl  mana  P  <t)  dan  P^t)  keduanya  cukup 
subctanslil  untuk  selanjutnya  dapat  menghaailkan  D,  Bj,  D^,  B^,  ...  dat. 
bisgga  B4  dalesa  tafeun  1984.  Dengan  proses  serupa  ini  maka  dapat  dikatakan 
b/rtiwa  psriode  cntara  tahun  1974  dan  tahun  1984  merupakan  periode  pertum- 
buhan  rislam  kacsimbaagan.  Sebaliknya  periode  10  tahun  antara  tahun  1969 
dan  tafcua  1979  adaleh  pwrlode  yang  tidak  seimbang,  padahal  ktta  menyeleng- 
garakaa  bibi^skzaman  y«ig  sama. 

Demiki'sa  pula,  apabila  Wta  merubah  kebtjakeanaan  dan  mengambil 
nilci^i  yens  loin,  misalkan  <&2>  dan  beroperaal  hingga  mencapai  batas  eka- 


:>fci 
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trim  B',  pada  saat  mana  x  h&mpir  mencapai  tit  ik  minirnalnya,  dengan  pertim 
bangan  untuk  mengumpulkan  jurnlah  modal  yang  lehih  besar  daripada  yang  dd- 
pat  dicapai  dengari      1  pada     yang  sama,  kernudian  baru  akan  roemprodusir 
pmnW'  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  dalam  periode  antara  tahun  1974  dan 
tahun  1984  ini  pertumbuhan  tidak  berada  dalam  keseimbangan,  tetapi  apabila 
proses  ini  kita  lanjutkan  hingga  tahun  2000,  maka  mungkin  bahwa  dalam  perio- 
de antara  tahun  1974  dan  tahun  2000  itu.  pertumbuhan  berada  dalam  keseim- 
bangan. Atas  dasar  ini  maka  "keseimbangan"  itu  adalah  suatu  ungkapan  yang 
relatif,  tergautung  dari  periode  yang  lata  tentukan  sebelumnya.  Perencanaan 
seharusnya  menentukan  periode  itu  dan  memberikan  perkiraan  proses  yang 
akan  di  gun  akan,  yakni  besarnya  <<dan  besamya  percepatan  pertumbuhan. 
Daerah  kemungkinan  kita  beroperasi  yang  dibatasi  oleh  g(t)  dan  h(t),  masing- 
masing  merupakan  fungsi  dari  x,  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  perkembahgan 
k  dalam  Gambar  I,  tii  mana  k  dalam  model  bersangkutan  merupakan  variabel 
yang  bersifar  eksogeii  (exogenous  variable). 

PERTUMBUHAN  DENGAN  KEADILAN 

Seperti  hainya  dengan  ungkapan  "pertumbuhan  dalam  keseimbangan'*, 
kiranya  'pertumbuhan  dengan  keadilan"  juga  baru  akan  mempunyai  makna  dan 
art!  riil,  apabila  ia  ditafsirkan  dalam  suatu  rencana  jangka  panjang,  yakni 
dalam  batas  suatu  periode  tertentu.  Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya, 
keadilan  adalah  suatu  perasaan  yang  sukar  untuk  dirumuskan,  sehlngga  pereu 
canaan  pertumbuhan  dengan  memperhitungkan  keadilan,  kalaupun  hal  ini  mung- 
kin, bukanlalt  pekerjaan  yang  mudah.  Bahwasanya  masalah  ini  menjadi  aktuil 
di  Indonesia,  hal  ini  dapat  diindikasikan  melalui  ucapan-ucapan  dan  pernilaian- 
pernilaian  tentang  pelaksanaan  pembangunan.  Tidak  jarang  f aktor -f aktor  eks- 
tem  membentuk  rasa  keadilan  ini,  sehlngga  tidak  jarang  pula  rasa  ketidak- 
adilan  dinyatakan  kurang  tepat  pada  tempatnya.  Masalahnya  adalah  perencanaan 
dan  rencana  belum  merumuskan  apa  yang  diartikan  dengan  keadilan  dalam  rang- 
ka  pertumbuhan.  Apabila  rencana  telah  memberikan  kejelasan,  dan  ketentuan 
tersebut  dapat  disetujui  oleh  masyarakat,  maka  perdebatan  mengenai  keadilan 
akan  lebih  mengena  pada  sasarannya.  Pengeruan  keadilan  seperti  yang  dapat 
ditangkap  dalam  perencanaan  dengan  sendirinya  bufcanlah  suatu  ketentuan  yang 
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statis  tetapi  akan  berkembang  torus,  sebab  dalam  suatu  bahasa  perencanaan 
pengertian  kcadilan  itu  merupakan   ims$£  dari  bei'bagai  yariabel. 

Apabila  kita  telah  mengambil  keputusan  untuk  mengikuti  poia  pertuai- 
buhan.  maka  tidak  dapat  kita  elakkan  penggunaan  ukuran -ukuran  umum.  Ukuran 
ukuran  atcupun  kriteria  penggunaan  modal  menyangkut  "capital -output  ratio'; 
eiek  pelipatgandaan  serta  tingkat  percepatannya  daiam  memperbesar  modal 
yang  ada.  Dengan  ukuran -ukuran  ini,  maka  jumlah  modal  yang  terbatas,  pada 
tingkat  permulaan  tidak  mungkin  dlbagikan  secara  meluas,  apalagi  merata. 
Pada  tingkntan  ini,  "pertumbuhan  dengen  keadilan"  akan  merapersoalkan  apakah 
penggunaan  modal  benar-benar  mempert imbangkan  ukuran -ukuran  tersebut.  Se- 
lanjutnya  akari  dipersoalkan  sejaub  mana  bentuk  investasi  modal  itu  memperhi- 
tungkan  ^'social  cost"  dalam  kebijaksanaan -kebijaksasaan  usahanya,  terutama 
sejauh  mana  bentuk  investasi  itu  dapat  menyerap  tenaga  kerja.  Indikator-inui- 
kater  dalam  kebijaksanaan  ini  dapat  dilihat  dari  teknik  produksi,  usaha-usaha 
pendidikan  tenaga  kerja  serta  sektor  investasi  itu  sendiri .  Sebegitu  prinsip- 
prinaip  di  atas  ini  diterima  sebagai  bagian  dari  perencanaan  "pertumbuhan 
dsngan  keadilan  maka  pemecahannya  dapat  dicari  meiaiui  metode-metode  optima  - 
iisasi. 

Secara  garis  besar  proses  ini  seharusnya  dalam  suatu  perlode  waktu 
yang  realistis  dapat  berjalan  dengan  lancar,  sehingga  dapat  dikumpulkan  modal 
yang  berarti  dan  bersamaan  dengan  itu  penyerapan  tenaga  kerja  dapat  seban- 
olng  dengan  pertambahan  jusnloh  penduduk.  Deiigan  pertumbuhan  ekonomi  Indo- 
nesia dewasa  ini  sebesar  kira-kira  7%  pertambahan  angkatan  kerja  setiap  ta- 
huitnya  belum  dapat  diserap  oleh  lapangan  kerja  yang  tersedia.  Menurut  perki- 
raan,  "elasticity  employment  index"  di  Indonesia  rata-rata  mencapai  0, 3%,  se- 
hingga ur*uk  dapat  menampung  pertambahan  angkatan  kerja  sebesar  2, 5%  se- 
tiap tahunnya,  pertumbuhan  ekonomi  harua  mencapai  8  1/3%  setiap  tahunnya. 1 

Sejnlan  dengan  proses  pengumpulan  modal  dalam  skala  beaar  tadi,  lam- 
bat  laua  haruo  dapat  ditimbulkan  puis  pelipatgandaan  dalam  sektor  produksi 
skala  kecil.  Uutuk  ini  kebijaksanaan  dalam  sektor  produkei  dalam  skala  besar 
h&rus  bsrorientasi  pada  sektor  produksi  skala  kecil.  Bersamaan 
dengan  timbulnya  usaha-usaha  baru  dalam  skala  kecil  seperti  di  bidang-bidang 

^eterangan  Menteri  Tenaga  Kerja  &  Tranamigrasi  CSSoperasi  Dr.  Soebroto 
pada  tanggsl  22  Agustus  1973,  Kompas,  23  Aguatus  1973, 
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industri  kerajinan  rakyat,  pertanian  dan  peteraakan,  maka  sekror  produksi 
dalam  skala  besar  bukaxi  hanya  berkewajiban  untuk  tidak  mematikan  usaha - 
u'saha-keaHaini,  tetapi  sebaliknya  pula  hams  menjadi  payung  dan  pelindung 
dari  sektor  produksi  dalam  skala  kecil  mi.  Gagasan  serupa  ini  atau  yang  di- 
namakan  "national  integrated  units"  oleh  J.  PANGLAYKIM  dimaksudkan  un- 
tuk dapat  membantu  pengusaha-pengusaha  kecll,  baik  dalam  management, 
ekspor  dan  pemasaran  maupun  untuk  melindungi  pengusaha-pengusaha  kecil 
dari  saingan  investasi  asing  yang  bermodal  kuat. 1  Adalah  kenyataan  bahv/a 
Indonesia  tidak  dapat  menutup  pintu  terhadap  investasi  asing,  dan  justru  kare- 
na  kenyataan  ini  kita  perlu  mempersiapkan  diri  untuk  dapat  menarik  keuntung- 
an  yang  sebesar  mungkin  dari  modal  yang  mengalir  ke  Indonesia.  Dilihat  se- 
cara  begini,  pertumbuhan  usaha  nasional  dalam  skala  besar  bukan  saja  meru- 
pakan  konsekwensi  alamiah  dari  proses  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  usaha  • 
usaha  ini  dlbutuhkan  untuk  kepentingan  nasional.  Bila  rencana  pertumbuhan  ini 
dapat  diterima  maka  sebagian  dari  masalah  keadilan  telah  dapat  dijelaskan. 

BEBAN  YANG  "ADIL"  DALAM  PEMBIAYAAN  PE MBANGUN AN 

Masalah  yang  dihadapi  oleh  pembangunan  di  Indonesia  adalah  masalah 

kckurangan  modal,  teknologi  dan  teknik  management.  Kalaupun  demildan,  ber- 

bagai  persiapan  telah  dapat  dilakukan  mulai  sekarang.  Seperti  dinyatakan  dalam 

GARJS-GARIS  BESAR  HALUAN  NEGARA,  "Pembangunan  nasional  memerlukan 

investasi  dalam  jural  ah  yang  besar,  yang  pelaksanaannya  harus  berlandaskan 
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kemampuan  sendiri,  sedangkan  bantuan  luar  negeri  merupakan  pelengkap.  " 
Oalara  peri  ode  waktu  an  tar  g  sekarang  hingga  selambat  -lambatnya  tahun  1984 
struktur  pembangunan  Indonesia  harus  menjalanl  suatu  transisi  yang  lebih  ter- 
arah.  Dalam  proses  ini,  tinjauan  makro  seperti  dalam  analisa  ini  klranya  ma- 
sih  perlu  dilengkapi  dengan  berbagai  pertimbangan  pengaturan  penggunaan  dana- 
dana  dan  pembiayaan  pembangunan.  Seperti  telah  dinyatakan  sebelumnya,  ba 
gian  terpenting  dalam  perencanaan  adalah  kejelasan  mengenai  sektor-  sekror 
usaha  atau  kelompok-kelompok  masyarakat  mana  yang  harus  memikul  be  ban 
pembiayaan  pembangunan. 

^Lihat  J.  Panglaykim,   Economic  Development,  Multinational  Corporation  and 
National  Integrated  Units,  Kertas  Karya  disampaikan  dalam  .Second  Franco - 
Indonesian  Conference,  Bali,  Juli  1973. 
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Dalam  pembsngunan  Indonesia  dalah  aatu  variabei  yang  penting  adalah 
pertarnbahnn  penduduk  yang  peaat,  dan  bagi  perencana  hal  ini  berarti  pening- 
katan  penyediaan  pangan,  perluasan  fasilitas  pendidikan  dan  perluasar;  lapangan 
kerja  di  eamping  penyediaan  gasilltas-fasiiiras  fieik  lainnya.  Dalam  pola  eko- 
oomi  Indonesia  hingga  saat  ini,  beras  --  sebagai  bahan  makanan  pokok  -  •  rae- 
megsng  peranan  yang  menentukan.  Kenaikan  harga  beras  secara  langsung  mem- 
psngaruhi  biaya  hidup  masyaral<at,  deperti  terbukti  pada  laju  inflasi  dalam 
tahun  anggarrn  1972/73  yang  mencapai  20,  %%  sebagai  akibat  kenaikan  harga 
boras  yang  melonjak  p*da  akhir  tahun  1972.  Peningkatan  biaya  hidup  ini  sangat 
besar  pengaruhnya  apabila  diingat  bahwa  dalam  tahun  anggaran  sebelumnya 
laju  inflasi  hany©  0, 9%. 1  Di  dunia  pada  umumnya  dewasa  ini  terdapat  trend 
ker.aikan  harga  bahan-bahan  makanan.  sebagai  akibat  dari  berbagai  masalah 
teknis  dan  ekolcgis.  Ekonomi  Indonesia  yang  bersifat  terbuka  ini  juga  rawan 
terhadap  pengaruh-pengaruh  inflasi  dari  luars  seperti  yang  diakibatkan  oleh 
kriois  monster  intemasional.  Hal  ini  berarti  bahwa  inflasi  di  Indonesia  imttik 
sebagian  terdiri  dari  Inflasi  yang  dilrnpor  dari  luar.  Maka  untuk  dapat  mem  - 
pertahankan  tingkat  yang  wajar  dari  biaya  hidup  masyarakat     suatu  kebij&k- 
sanaan  yang  Jdranya  pokok  dalam  periode  t  ran  si  si  ini  ■•-  sumber  -  sumber  ke- 
goncangan  di  dalam  negeri  harus  dapat  dieliminir.  Dalam  menyelenggarakan 
kebijaksanaan  ini  perlu  kiranya  ditellti  lehih  lanjut  kemungkinan  mempertahan- 
kaa  harga  beras  pada  suatu  tingkat  yang  wajar  --  bila  perlu  dengan  mengorban- 
kan  sektor  yang  lain  -  -  dan  apabila  mungkin  juga  secara  bertahap  melepaskan 
pengaruh  beras  pada  perekonomian  Indonesia. 

Jikalau  Jcebijaksanaan  tersebm  secara  teknis  dimungkinkan  pelaksanaaa- 
nya,  maka  masalah  pembiayaan  selalu  dapat  dicarikan  jalan  keluarnya.  Salah 
satu  altcrnatif  untuk  ini  Idraaya  adalah  pengaturan  secara  inter sektoral,  yak- 
ni  di  mana  sektor  yang  menghasilkan  uang  yang  terbesar  (Uhebsnkan  untuk 
memikul  pembiayoen  sektor  yang  vital.  Dalam  tahun  1972/73  misalnya,  pe- 
nerima&n  pajak  psrseroan  minyak  merupakan  65, 8%  dari  seluruh  penerimaan 
pajak  langsung  ntau  merupakan  36%  dari  seluruh  peneiimaan  dalam  negeri. 
Peraikiran  ini,  biarpun  perlu  ditunjang  oleh  angka-angka,  pada  dasarnya  mem- 
pexTimbangkan  aspek  keadilannya.  Jikalau  diterima  bahwa  untuk  waktu  10  ta- 
hun yang  akan  datang  pembangunar/.  liarus  berorientasi  pada  mempertahank&n 


Lihat  Pidato  Kenegaraan  Presiden  R.  I.  di  depan  DPR,  16  Agustus  1973. 
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serendah  mungkln  blaya  hiUup  mesyarakat,  hal  m&na  pada  umumnya  diukur 
deagan  harga  pangan  -  -  khususnya  beras      satu  dsn  lain  k^rena  penlr^atan 
pendapaian  masyar&kat  secara  iangsung  berarti  peningkatan  Iconsurosi  pangan, 
namun  demlklan  faiaya  pernbangunan  tidak  mungkln  dibe  banian  kepada  sektor - 
aektor  produkal  pangan  itu  sendirl. 

Sebaliknya  penghaallan  rsgara  darl  sektor  pertambangan  khususnya 
minyak     kosnoditl  penghasll  devfcsa  yang  terbesar  tetapi  merupakan  suatu 
"depleting  asset"  -  -  selama  prospek  pemasarannya  balk,  ia  memang  periu 
dimanfaatkan  demi  kepentlngan  masyarakat.  Dalam  hal  im  deviaa  Itu  eeiidiri 
bukan  masalah  yang  dibahas,  karena  untuk  sebagian  besar  akan  diperlukan 
untuk  meningkatkan  usaha  perminyakan  Itu  sendiri  untuk  semakin  memperbe- 
aar  psnghasilannya.  Pengatursn  beban  pemblayaan  pembangunan  seperti  di 
atas,  di  mana  "keadilan"  dapat  difcfeur melalui  penai-J.I-.an  pajak,  terutama  me- 
mlnta  kebdjaksaa&an  perpajakan  yang  lebih  jelas,  tldak  saja  yang  menyangkut 
sektor*  sektor  psnghaail  yang  mams  tetapi  diselenggarakcn  secara  umum. 
Pemlklran  ini  berusaha  menceri  formula  yang  fungslonil  dalam  hubungan  an- 
tar  a  sektor -sektor  "modal"  yang  dibeb&ni  pemblayaan  pembangunan  di  satu 
pihak  dan  di  pihak  lain  dalam  menunjang  sektor- sektor  yang  belum  dan 
lama  belum  —  dap  at  melakaanakan  "self  generating  growth",  satu  dan  lain 
bukan  untuk  memecah  perencanaan  pembangunan  dalam  unit  -unit  intersektoral 
yang  lndependen,  tetapi  terutama  dlmaksudkan  untuk  memberikan  kejelasan 
meagenal  bentuk  tanggung-jawab  soaial  setiap  sektor  yang  bersangkutan.  Na 
mun  demiklan,  apabila  untuk  waktu  yang  akan  datang  ini  belum  dapat  dirumus- 
kan  suatu  perencanaan  pembangunan  yang  menyeluruh,  pemisahan  perenca- 
naan pembangunan  dalam  unit -unit  intersektoral  yang  masing-masing  berja- 
lan  secara  independen  tetapi  dengan  "missj"  sosialnya  adalah  jauh  lebih  brik 
darlpada  hasil  pembangunan  yang  direncanakan  secara  aektoral  seperti  yang 
cenderung  terjadi  dalam  proses  pembangunan  klta  dewasa  ini.  Secara  gar  is 
besar  pengatsaran  serupa  ini  kiranya  dapat  diselenggarakan  seperti  dalam 
began  Gambar  in  (halaman  18). 

Pendekatan  intersektoral  terhadap  masalah  pemblayaan  sektor -sektor 
yang  vital  dan  mahal,  seperti  pertanlan  dan  pendidikan,  sekallgus  dlmaksud- 
kan untuk  membebaskan  aparat  jasa-jasa  yang  tidal  efektif  melalul  suatu 
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sistim  management  yang  lebih  ketat,  dan  apabila  mungkin  secepatnya  apa- 
rat  jasa  jasa  yang  ndak  efektif  itu  dapat  ditransformir  ke  dalam  aparat  pro 
duksi. 

! 

Gambar  III. 
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Sebagai  suaru  pengantar,  tulisan  lnl  berusaha  mencarl  kejelasan  tsn- 
tang  bagaimana  pembangunan  dl  fodonesia  -   melihat  pengalaman  selama  ini  - 
dapat  didekatl.  Berbagai  persoalan  yang  dibicarakan  dalam  masyarakat,  se- 
partl  misaluya  '  keadllan"  dan  "kesejmbangan"  dalam  rangka  pertumbuhan 
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ekonomi  hanya  merupalcan  slogan  apabila  tidak  diusahakan  untuk  diterangkan 
dalam  dan  melalui  baliasa  perencanaan.  Biarpun  pada  taraf  pertama  ungkapan- 
ur.gkapan  serupa  ini  dihaailkan  oleh  sn^tu  keputusan  politik,  tetapi  untuk  selan- 
jutnya  para  perencana  berkewajiban  untuk  dapat  me  umuskannva  dalam  suatu 
perencanaan  yang  jelas. 

Perencanaan  pembangunan  di  Indonesia  hampir  dapat  dlkatakan  dtpaksa 
untuk  memperhitungkan  pertanibahan  penduduk  yang  pesat  sebagai  variabel  yang 
utama.  Sebaliknya.  pelaksanaan  pembanganan  menghadapi  kenyataan  peningkat - 
an  harapan  masyarakat  sesuai  kebutuhan  manusiawinya  ataupun  aspirasi  yang 
banyak  ditentukan  oleh  fakapr-faktor  yang  bermacam  ragam,  politik,  ekonomi 
ataupun  sosial.  Oleh  karena  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan 
itu  terdapat  batas  yang  sangat  kabur,  maka  para  perencana  tidak  dapat  meng- 
elakkan  diri  untuk  tidak  memperhitungkan  pelaksanaan  dan  segala  masalah  yang 
akan  dihada.pl  dalam  pelaksanaan  tersehut. 

Biarpun  aecara  keseluruhan,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  analisa 
ini  belum  meberikan  jaTvaban  terhadap  masalah  pelaksanaannya,  tetapi  dengan  - 
msnggunakan  berbagai  model,  analisa  ini  dimaksddkan  untuk  membantu  me- 
nangkap  permasalahannya  dalam  proporsi  tertentu  yang  pada  gilirannya  akan 
dapat  membantu  pelaksanaan  reneana-rencana  pembangunan.  Sesedikitny a  un- 
tuk taraf  ini,  analisa  ini  dimaksudkan  untuk  dapat  membahas  masalahnya  seca- 
ra  lebih  teratur. 
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